
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 1,7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 47
TAHUN 2OI4 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

i a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
dan dnggaran khususnya pelaksanaan perjalanan dinas,
maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun
2Ol4 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tah:un 2Ol4
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 47 Tahun 2OI4 tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

2.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor t23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 50a3);

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2olt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repunlik Indonesia Tahun 2Oll nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2}ls
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28);

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tasrbahan
Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 47);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO5 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OO7
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2OI2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor. 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 231;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2O1l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot5;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2OL4
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol4 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor t2 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2Ol4
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

13.

L4.

15.

L6.

t7.

18.

Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47
Tahun 2Ol4 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OL4 Nomor 47lr sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temalggung Nomor 47 Tahun 2Ol4 tentang Standan-



Biaya Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2O1S
Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1? APriI 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO q

SEKDA
ASISTEN
H-t-LJ.il t

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1? .April' 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBA].IG AROCHMAN

BERTTA DAERAH.KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR -19



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TEMANGGUNG NOMOR 47 TAHUN 2OL4 TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

SATUAN BIAYA PER,JAI.ANAN DINAS DAI.AM NEGERI

Keteranga! Perhitungan Perjalanal Dinas:

1. Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum darr At cost.

2. Komponen biaya perjalanan dinas yarlg diberikal secara lumpsum terdiri dari:

a. uang harial; dan

b. uang representasi;

3. Komponen biaya perjalanarr dinas yang diberikal secara at cost atau biaya riil meliputi:
a. Biaya moda transportasi (tiket bis, kereta api, kapal laut, pesawat, dan moda transportasi lainnya) temasuk untuk pedalanan

dari Temarrggung ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun atau sebaliknya;

b. Biaya taksi;

c, Retribusi dan pungutan sah di terminal, stasiun, peLabuhan, dan bandara; dan
d. Biaya Penginapar.

4. Dalam kondisi tertentu dimana bukti pengeluaran riil unhrk biaya transport (termasuk biaya taksi) tidak dapat diperoleh, maka
dapat diberikaa berdasarkan pengeluaral riil yang dibuktikan dengan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatargani oleh pelaksala
perjalanan dinas dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis K€giater (PPTK), dengal tetap memperhatikan ketentuar dan
kewajarar.

5. Perhitungan jumlah hari perjalanan (n).

a. Perhitungan uarg harian dihihrng sebesar juII ah hari pedatanar (n) .
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b. PerjalalaIr dinas menginap:
1) Dengan kendaraar darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (iumlah hari

kegiatan di tempat) ditambah 1 (sah-r) hari sebelumnya darl 1 (satu) hari sesudahnya.
2) Dengan pesawat terbang dan kapal laut dihitung:

> sesuai tanggal tiket pergi pularg dan dapat ditambah paling barryak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah
kegiatal;
Dalam hal meLaksanakan kegiatan yang terjadwal sampai maLam hari, dapat ditambah paling banyakl (satu) hari
sebelum dan 1 (satu) hari setela}r kegiatarryang dibuktikan dengan jadwal kegiatarr.

Perjalaran dinas di Jateng dan DIY dengan jarak lebih dari 15o Km dan menginap, pemberian ua.rrg harial dihitung berdasarkan
tanggal kegiatan (iurntah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya atau 1 (satu) hari sesudahnya.
Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggat kegiatan.

6. Pelak ialanan di dapat diberikan

c.

d.

sana perJalanan drnas uang taksi paling tinggi sebesar sebagaimana tersebut dalam daftar berikut:
NO. PROVINSI SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Aceh Orang/kali 123.000
2 Sumatera Utara Orang/kali 232.OOO

3 Riau Orang/kali 70.000
4 Kepulauan Riau Orang/kali 105.000

5 Jambi Orang/kali 128.000
6 Sumatera Barat Orang/kali 192.OOO

7 Sumatera Selatan Orang/kali 124.OOO

8 Lampung Orang/kali 148.000
9 Bengkulu Orang/kali 92.OOO

10 Bangka Belitung Orang/kali 86.OOO

11 Banten Orang/kali 320.000
t2 Jawa barat Orang/kali 118.OOO

Page2
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NO. PROVINSI SATUAN BIAYA KETERANGAN
13 D.K.I. Jakarta

Orang/kali 170.000
L4 Jawa Tengah

Orang/kali 50.ooo
15 D.I. Yogzakarta

Orang/kali 141 OOO

16 Jawa Timur
Orang/kali I 48 000

t7 Bali
Orang/kali '160 000

18 Nusa Tenggara Barat Orang/kali 218 000
19 Nusa Tenggara Timur Orang/kali 81.000

145.OOO
20 Kalimantan Barat Orang/kali
21 Kalimantan Tengah Orang/kali 94 r)rl0
22 Kalimantan Selatan Orane/kali 141.000
23 Kalimantan Timur Orang/kali 401 0r)r)
24 Kalimantan Utara Orane/kali 353.000
25 Sulawesi Utara

Orang/kali 310.000

134.000
26 Gorontalo

Orang/kali
27 Sulawesi Barat

Orane/kali 2t7.OOO
2B Sulawesi Selatan

Orans/kali 128.000
29 Sulawesi Tengah

Orane/kali 151.000
30 Sulawesi Tenggara

Orang/kali 332.000
31 Maluku

Orang/kali 340 00r)
32 Maluku Utara

Orans/kali 403.000
33 Papua

Orang/kali 354 00()
34 Papua Barat

Orang/kali 130.000
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Ketentuan pemberian uang taksi adalah sebagai berikut:
a) Diberikan secara at cost (biaya riil);
b) Diberikan sebanyak 2 kali.]'aiju dari bandara/pelabuhan/stasiun ke tujuan (tempat kegiatrrr) dan seba.liknya, sesuai tarif diprovinsi tujuan. Apabila lebih dari satu wilayah administrasi (I(abupatenTxotay ditamuatr blya talsi pp per wilayah.
c) Diberikan untuk pelaksana perjalanaa dinas yang tidak menggunakar kendaraan dinas atau kendaraan sewa;
d) Diberikan untuk perjalanan dari bandara/pelabuhaa/stasiun ke tempat tujuar (tempat kegiatal) daIl sebaliknya, sesuai tarif diprovinsi tujual; dal

7. Perhitungan biaya penginapaa diberikan dengar ketentuar:
a' Biaya Penginapaa dihitung berdasarkal jumrah hari penginapan sesungguhnya (biaya riil/at cost) dengan jumiah sebanya-k-banyaknyajumlah hari perjalanan dikuraagi 1 (n_1).
b. Standar biaya hotel/ paling tinggi berdasarkanPcrrgtnapan I daftar se berikr- t:

NO PROVINSI SATUAN

STANDAR TARIF HOTEL/ PENGINAPAN

KET

Bupati,Wakil
Bt-pati,

Kettra, dan
Wakil Ketua

DPRD

Eselon II,
Anggota
DPRD

Eselon III
Eselon IV, I

Eselon V, I eNS Gol. I
PNS Gol. I dan II
III, dan IV I

1 Aceh OH 2.616.OOO 1.308.000 1.080.000 '410.000 370.000
2 Surnatera (Jtara OH 2.060.000 1.030.000 700.000 505.000 310.000
3 Riau OH 2.150.000 1.075.000 820.OOO 450.000 380.OOO
4 Kepulauan Riam OH 1.860.000 930.000 650.000 502.000 280.000
5 Jarnbi OH 2.060.000 1.030.o00 690.OOO 382.000 290.000
6 Surnatera Barat OH 2.060.000 1.O30.000 850.000 477.OOO 370.000
7 Surnatera Selatan OH 2.000.000 1.000.000 600.000 514.000 310.OOO
8 Larnpr:ng OH 2.304.000 1.152.000 770.OOO 374.000 356.000
9 Bengkullt OH 1.5B0.OOO 790.OOO 650.000 599.000 510.000
10 Bangka Belitr. nq OH 2.060.OOO 1.030.000 Bs0.o00 533.000 304.OOO

Perubahan Kedua Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
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NO PROVINSI SATUAN

STANDAR TARIF HOTEL/ PENGINAPAN

KET
Bupati,Wakil

Bupati,
Ketrra, dan

Wakil Ketua
DPRD

Eselon II,
Anggota
DPRD

Eselon III
Eselon IV,
Eselon V,
PNS Gol.
III, dan IV

PNS Gol. I
dan II

11 Banten OH 1.900.000 950.000 800.000 797.OOO 400.000

t2 Jawa Barat OH 2.100.o00 1.050.000 800.000 515.000 463.000

13 DKI Jakarta OH 2.400.000 1.200.000 800.000 610.000 400.ooo

t4 Jawa Tengah OH 1.500.000 750.OOO 650.000 497.OOO 350.OOO

15 DIY OH 2.000.000 1.000.000 700.000 629.000 461.000

16 Jawa Tirmrr OH 2.000.000 1.OOO.O00 800.o00 499.000 329.000

t7 Bali OH 3.620.000 1.810.0OO 1.200.000 904.000 658.000

18 NTB OH 2.t64.OOO 1.082.000 700.000 540.000 360.OOO

19 NTT OH 2.000.000 1.000.000 700.000 662.000 400.ooo

20 Kalirnantan Barat OH 2.260.OOO 1.130.000 800.000 430.000 361.000

2L Kalirnantan Tensah OH 2.700.000 1.350.000 800.000 558.000 436.000

22 Kalirnantan Selatan OH 2.840.000 1.420.00O 800.000 500.ooo 379.000

23 Kalirnantan Tirnur OH 2.916.O00 1.458.000 1.000.000 550.000 450.000

24 Kalirnantan (Jtara OH 2.916.000 1.458.000 1.000.000 550.000 450.OOO

25 Sulawesi IJtara OH 2.830.000 1.41s.000 640.000 549.000 342.OOO

26 Gorontalo OH 2.O20.000 1.010.000 910.000 423.OOO 240.OOO

27 Sulawesi Barat OH 2.060.000 1.030.000 910.000 425.000 360.OOO

2a Sulawesi Selatan OH 2.OOO.OOO 1.000.000 850.OOO 539.000 378.000

29 Sulawesi Tensah OH 2.O80.OOO 1.040.000 850.000 493.000 389.000

30 Sulawesi Tenssara OH 2.140.OO0 1.070.000 BO0.OOO 488.000 420.000

31 Maluku OH 2.060.000 1.030.OOO 680.000 545.000 414.OOO
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NO PROVINSI SATUAN

STANDAR TARIF HOTEL/ PENGINAPAN

KET
Bupati,Wakil

Br.pati,
Kettra, dan

Wakil Ketr.a
DPRD

Eselon II,
Anggota
DPRD

Eselon III
Eselon IV,
Eselon V,
PNS Gol.
III, dan IV

PNS Gol. I
dan II

32 Maluku {Jta-ra OH 3.024.000 1.512.000 600.000 478.000 380.000

33 Paoua OH 2.520.000 1.260.000 750.OOO 460.000 4l4.OOO

34 Papua Barat OH 2.520.0O0 1.260.000 900.000 798.000 370.000

c.

d.

Dalam hal pelalsala perjalalaa dinas tidak rnenggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersargkutafl diberikaxr biaya penginapan sebesar 3O7o (tiga puluh persen) per l.ari dad tariff hotel di
kota telrlpat tujrrarr sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanarl dinas dan dibayarkan secara lumpsr.rm.
Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi stardar tarif, kepada pela-ksana . prefalalal dinas hanya diberikan biaya
hotel/penginapan paling tinggi sesuai daftar standa! tarif hotel/penginapan.

e. Dalam hal biaya hotel/penginapan dituajuk oleh penyelenggara kegiatan, tarif hotel yang melebihi standar diberikan sesuai tarif
riil hotel yang bersangkutan.

Perjalalan dinas untuk melalsaaakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksana-kan oleh
pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Walcil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Eselon
Il,penginapan/hotel untuk seh:ruh pejabat/pegav'ai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif
hot€l/penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
Nota/ragrhan/biU dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SpJ perjalaaan Dinas.ob'

8. I,-asilitas transport paling tinggi mengikuti ketentuan se berikut :

NO PELAKSANA PERJALANAN DINAS
MODA TRANSPORTASI

PESAWAT UDARA KAPAL LAUT KERETA API BUS LAINNYA

1 Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Bisnis Kelas VIP/IA Spesial/ Eksekutif Super Eksekutif

2 Eselon II, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Ekonomi Kelas IB Eksekutif Super Eksekutif
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Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Fungsional,
dan Non Eselon

9. Perjalanarr dinas menggunakal pesawat terbang diatur sebagai berikut:
a. Diutamakan untuk kegiatar yang mendesak atau selesai dalam waltu singkat sesuai jurr a.Ir hari kegiatsr;
b. Perhitungar berdasarkan biaya riil (at cost) yarg dibuktikan dengan tiket pesawat atau bukti pembayaran tiket;

S dar i bia

Perubahan Kedua Standar Biaya Tahun Anggaran 201S

c. tan a tiket wat adalah se berikut:

NO
KOTA

SATUAN
KELAS

KETERANGANKEBERANGKATAN TUJUAN BISNIS EKONOMI
1. SEMARANG BALIKPAPAN PP 9.445.000 4.674.OOO
2. SEMARANG BANDA ACEH PP 9.530.000 5.305.000
3. SEMARANG BANDAR LAMPUNG PP 4.931.000 2.685.000
4. SEMARANG BANDUNG PP 3.O27.OOO 1.957.000
5. SEMARANG BANJARMASIN PP 7,,498.OOO 3.958.000
6. SEMARANG BATAM PP 7 145.000 3.861.0OO
7. SEMARANG JAKARTA PP 31861.OOO 2.I82.OOO
8. SEMARANG JAMBI PP 6.428.OOO 3.476.OOO
9. SEMAARANG KENDARI PP 9i659.OOO 5.027.000
10. SEMARANG MANADO PP 12;504.0OO 5.851.000
11 SEMARANG MAKASSAR PP 9:466.000 4.706.OOO
t2. SEMARANG MEDAN PP 9.284.000 4.696.000
13. SEMARANG PADANG PP 7.744.OOO 3.925.000
14. SEMARANG PALANGKARAYA PP 7.252.000 3.947.OOO
15. SEMARANG PALEMBANG PP 6.236.000 3.305.000
16. SEMARANG PANGKAL PINANG PP s.829.000 3.187.000
t7. SEMARANG PEKANBARU PP 7.797.O00 3.979.000
18. SEMARANG PONTIANAK PP 6.68s.000 3.765.000
19. JOGJAKARTA BALIKPAPAN PP 9.669.000 4.749.OOO
20. JOGJAKARTA BANDA ACEH PP 9.76s.000 5.380.000
2t JOGJAKARTA BANDAR LAMPUNG PP 5.I55.000 2.760.OOO
22. JOGJAKARTA BANDUNG PP 3.869.000 2.t29.OOO
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NO
KOTA

SATUAN
KELAS

KETERANGANKEBERANGKATAN TUJUAN BISNIS EKONOMI
23. JOGJAKARTA BANJARMASIN PP 7.723.OOO 4.O22.OOO
24. JOGJAKARTA BATAM PP 7.370.000 3.936.000
25. JOGJAKARTA BIAK PP 15.648.000 8.108.OOO
26. JOGJAKARTA JAKARTA PP z[.107.000 2.268.OOO
27. JOGJAKARTA JAMBI PP 6'.653.000 3.551.000
28. JOGJAKARTA JAYAPURA PP 1&274.000 7.690.000
29. JOGJAKARTA DENPASAR PP 861.000 2.481.000
30. JOGJAKARTA MAKASSAR PP el.szs.ooo 3.893.000
31. JOGJAKARTA MANADO PP 10.536.000 5.722.OO0
32. JOGJAKARTA MEDAN PP 0,s tg.ooo 4.770.OOO
33. JOGJAKARTA PADANG PP 7.969.000 4.000.000
34. JOGJAKARTA PALEMBANG PP &+oo.ooo 3.380.000
35. JOGJAKARTA PEI{ANBARU PP I o22.OOO 4.054.000
36. JOGJAKARTA PONTIANAK PP ( 910.000 3.840.000

NO
KOTA

SATUAN
KE .AS

KETERANGANKEBERANGKATAN TUJUAN BISNIS EKONOMI
37_ JOGJAKARTA TIMIKA PP 1l 894.000 7.038.000
38. JOGJAKARTA KENDARI PP € 129.000 4.706.000
39. JOGJAKARTA KUPANG PP 348.000 4.182.000

10. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan perhitungannya berdasarkan
kendaraan.

11. Satuan biaya sewa kendaraan diperr.rntukkan bagi :

biayh riil yang dibuktikan dengan bukti sewa

a. Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuanIacwa kendaraan dalam kota), dan
b. Pelalsanaan kegiata! yang membututrkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tldrlf tcrsedia kendaraan dinas serta dilakukar

secara selektif dall efisien. I
c, Satuan biaya sewa kendaraar sudah termasuk BBM dan pengemudi. I
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12. Standar tertinggi
a. Sewa kendarai

sewa kendaraan adalah sebagai berikut :

dalam kota diaraan ta I t tuiuan (ba Bu tilWakil Bupati
NO PROVINSI SATUAN RODA 4 RODA 6 /BUS SEDANO RODA6/BUSBESAR KETERANGAN

1 Aceh Per hari 766.OOO 2.050.000 3.670.000
2 Surnatera (Jtara Per hari 702.OOO 1.950.000 2.920.OOO

3 Riau Per hari 788.OOO 2.16o.boo 3.130.000
4 Kepular. an Riam Per hari 820.000 2.L60. 00 3.560.000
5 Jarnbi Per hari 702.OOO 1.950r 00 3.020.000
6 Sr.rrnatera Barat Per hari 691.000 1.840. 00 2.920.OOO
7 Surnatera Selatan Per hari 691.000 1.950. 00 3.670.O00
B Larnr:ung Per hari 691.000 1.840 100 2.920.OOO
I Benskllu Per hari 702.OOO 1.950 00 3.020.OO0
10 Baneka Belituns Per hari 766.OOO 2.050. )0 3.l30.ooo
11 Banten Per hari 691.000 1.840. l0 2.920.O0O
12 Jawa Barat Per hari 702.OOO 2.050. l0 3.020.000
13 DKI Jakarta Per hari 702.AOO 1.950. DO 3.020.0o0
L4 Jawa Tenqah Per hari 691.OOO 1.840.( )0 2.920.OOO
15 DIY Per hari 702.OOO 1.950.( r0 2.920.OOO
16 Jawa Tirmrr Per hari 691.000

,,11

1.840.q00 2.920.OOO

L7 Bali Per hari 788.000 2.270.( 0 3.020.000
1a NTB Per hari 788.000 2.270.C t0 3.020.000
t9 NTT Per hari 799.OOO 2.380.( r0 3.240.000
20 Kalirnantan Barat Per hari 777.OOO 2.050.0 r0 3.350.000
2L Kalirnantan Tensah Per hari 820.000 2.seo.do 3.670.000
22 Kalirnantan Selatan Per hari 702.OOO 1.e50.&o 3.130.000
23 Kalirnantan Tirrrrr Per hari 809.OOO 2.t60.c r0 3.560.000
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RODA 6 /BUS SEDANG RODA6/BUSBESAR
Kalirnantan LJtara

Sulawesi Utara

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan

Sulawesi T
Sulawesi

4.2 iO.OOO

RODA6/BUSSEDANG DA6 / BUS BESAR

b. Sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,
dinas:

besar, dan tidak tersedia kendaraan

13. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau rjalanan dinas yang dilaksanakan oleh
pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan ta DPRD, serta pejabat Eselon Il,moda
transportasi untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan moda trans
tingkat kewajaran dan efisiensi.

yang sama, dengan tetap memperhatikan

14. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi- butuhan dua setengah jarak tempuh ko
tempat tujuan {L,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan itungan sebagai berikut

a. Ke luar Kabupaten Temanggung
1) Menggunakan kendaraan dinas :

1.l)Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilomete sebesar
1.2)Roda 2 (dua)/3 (tiga), diberikan uang pengganti BBM per kilometer sebesar

dari harga BBM per liter.
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2) Menggunalan kendaraan pribadi :

2.1) Roda 4 (empat), diberikal uang pengganti BBM per kilometer sebesar 13Yo.{ari harga BBM bersubsidi per liter.
2.2) Roda 2 (dua), diberikan uang pengganti BBM per kilometer sebesar 60/o darii BBM bersubsidi per liter.

b. Dalam kabupaten Temanggung
1) Roda 4 (empat):

1.l)Jarak O s/d 2O km (PP) 5 liter.
l.2)Jarak > 2O s/d 4O km (PP) 6liter.
1.3)Jarak > 4O s/d 60 km (PP) 8liter
1.4)Jarak > 60 s/d 8O km (PP) 10 liter
1.5)Jarak >8O km (PP) 12 liter

2) Roda 2 (dua):

2.l)Jarak O s/d 40 km (PP) 2 liter.
2.2lJarak > 40 km s/d 60 km (PP) 3 liter.
2.3)Jarak > 60 km (PP) 4 liter.

15. Uang pengganti BBM bagi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan untuk kepen
dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :-

a. Kendaraan dinas:
Print out atau nota pembelian dari SPBU.

b. Kendaraan pribadi:
Bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditandatangani oleh yang berhak
SPBU.

dinas sebagaimana tersebut angka L4

atau print out/nota pembelian dari

16. Pemberian BBM untuk operasional bagi pejabat pemegang kend.araan dinas diatur
Pejabat Eselon II diberikan operasional BBM 18 liter per minggu.
Pejabat Eselon IIIa diberikan opersional BBM L5 liter per minggu.
Pejabat Eselon IIIb diberikan opersional BBM 4 liter per minggu.
Pejabat Eselon IV lV dan fungsional tertentu diberikan operasional BBM 3 liter per

17. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport pergi pulang
atau sebaliknya.

dapat diberikan tambahan biaya BBM
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18. Biaya Perjalalal Dinas untuk CPNS, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan sejenisnya, serta masyarakat
bukan pegawai disetarakan dengar perjalanan dinas PNS Non Eselon,

19. Khusus'bagi_pel,aksana.perjalelan dinas yairg oleh karena tugas dan fi:ngsinya'setiap hari harus melalsanakaa peijalanan dinas
(pengemudi dan caraka/kurir, dan tugas fungsi sejenis), mala besaral uarrg harian diatur sebagai berikut
a. Ke luar daerah kabupaten luar provirsi Jateng& DfY, paling tinggi Rp. 3OO.OOO,-/hari
b. Ke luar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY > 1OO I(m Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 2OO.OOO,-/hari
c. Ke luar daerah kabupaten 1 100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 75.OOO,-/hari

20' Uang representasi yang diberikaa dalam rangka perjalaaan dinas Bupati/Wakil Bupati; Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat
Eselon II dibayarkan setiap hari secara lumpsum.

21. Dala.rn hal pelaksanaarl perjalanan dinas menghadiri kegiatan pendidikaa/penataran/kursus/rapat yang akomodasinya sudah
ditanggung oleh penyelenggara, mal<a uarlg hariar diberikan 9O%.

SEKDA
AS'STEN
*LLJ III

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO %
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